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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tingkat kepatuhan dan 
setoran terhadap penurunan tarif UMKM Wajib Pajak KPP Pratama Malang Selatan 
pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018. Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif komparatif dengan 
pendekatan case study yang merupakan studi yang mengeksplorasi suatu masalah 
dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan 
menyertakan berbagai sumber informasi. Pengumpulan data menggunakan 
wawancara dan dokumentasi kepada dua informan yaitu Account  Representative 
Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV di KPP Pratama Malang Selatan sebagai 
pemberi data dan Kepala Kantor KPP Pratama Malang Selatan, yang mengetahui 
seluk beluk dan paham betul mengenai perpajakan. Alat analisis yang digunakan 
adalah mereduksi data, menyajikan data serta menarik hasil kesimpulan. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah 
No.23 Tahun 2018, tingkat kepatuhan WP  UMKM baik OP dan Badan meningkat. 
Hal ini mencakup kepatuhan wajib pajak secara formal, yaitu sesuai dengan target 
(adanya kenaikan pada jumlah wajib pajak). Tingkat setoran WP UMKM baik Orang 
Pribadi dan Badan menurun. Hal ini mencakup kepatuhan wajib pajak secara material, 
walaupun jumlah setoran menurun, akan tetapi wajib pajak yang dahulunya belum 
patuh menjadi patuh, dan diharapkan setoran akan bisa meningkat kedepannya. 
 























AN ANALYSIS OF ON THE COMPLIANCE LEVEL AND TAX PAYMENT 
OF MSME TAXPAYERS AFTER THE ENACTMENT OF THE 
GOVERNMENT REGULATION NO. 23/2018 IN SMALL TAXPAYERS 
OFFICE OF SOUTHERN MALANG 
By: 
Salsabila Keisha Azzahra 
Supervisor: 
Drs. Jimmy Andrianus, MM., Ak. 
 
ABSTRACT 
This research aims to identify and to analyze the compliance level and the tax 
payment on the lower rates of MSME taxpayers in Small Taxpayers Office of 
Southern Malang after the enactment of the goverment regulation No. 23 in 2018.  
The method being used in this research to analyze the data is qualitative comparative 
analysis method with case-study approach applied within this research which is to 
investigate an issue with detailed limitation, to gather the data in an in-depth way, and 
also to provide several information sources. The data are obtained through interview 
and documentation upon two respondents which are Account Representative of 
Surveilance and Consultation IV Section in Small Taxpayers Office of Southern 
Malang as the informant dan The Head of Small Taxpayers Office of Southern 
Malang who understands the ins and outs about taxation. The tools being used to 
analyze the data are data reduction, providing the data, and to give a conclusion. The 
results of this research shows that after the enacment of the government regulation 
No. 23 in 2018, the compliance level of MSME taxpayers, both Individual Taxpayer 
and Agencies have arisen. These include the compliance of taxpayers formally, which 
is in accordance with the target (the growth of the number of taxpayers). The level of 
the MSME taxpayers as for Individual and Agencies have fallen. These include the 
material compliance of taxpayers, eventhough the numbers of tax payment has fallen, 
however, the previous taxpayers who were not obedient has become obedient, and 
hopefully the number of tax payment will also increasing as well in the future. 
 
























1.1  Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk peringkat 
nomor empat terbanyak di dunia. Urutan negara dengan penduduk terbanyak 
adalah China, diikuti India, dan kemudian United States (CIA World Factbook, 
2018). Jumlah penduduk di Indonesia mencapai 265,015,300 jiwa atau sekitar 
3,5% dari total jumlah penduduk di dunia. Jumlah penduduk yang termasuk 
banyak tersebut dapat memicu pergerakan perekonomian yang memiliki potensi 
besar dalam memajukan perekonomian suatu negara. Sukirno (dalam Purnama, 
2018) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan 
kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di 
produksi oleh masyarakat bertambah. 
Sukirno juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh 
pertambahan yang sebenar- benarnya barang dan jasa yang di produksi dalam 
perekonomian. Untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu Negara 
perlu dihitung pendapatan nasional riil yaitu Produk Nasional Bruto Riil, dalam 
menghitung pendapatan nasional dan komponennya menurut harga tetap yaitu 
harga-harga barang yang berlaku di tahun dasar yang dipilih (dalam Wardhana, 






















industri yang dikategorikan menjadi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 
Menengah (UMKM) serta Usaha Besar (Prabantari, 2017).  
Usaha industri merupakan salah satu cara untuk menaikkan pertumbuhan 
ekonomi, salah satunya UMKM (Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah) yang 
terus berkembang secara konsisten di Indonesia menjadi salah satu penopang 
perekonomian di Indonesia, karena UMKM sudah lama terus berkembang seiring 
dengan kemudahan dan fasilitas yang diberikan pemerintah baik dari sisi 
informasi maupun bantuan kredit yang disalurkan dan karena adanya kemudahan 
tersebut, UMKM telah mendominasi perekonomian Indonesia (Prabantari, 2017). 
Menurut Urlita (2017), hal ini dapat dibuktikan dari terjadinya defisit anggaran 
pemerintah Amerika Serikat di tahun 2008 pada saat krisis global, karena banyak 
negara maju mendapatkan imbas yang sangat signifikan, banyak perusahaan yang 
mengalami kebangkrutan. Namun lain halnya dengan Indonesia. Indonesia tidak 
mendapatkan imbas yang sangat signifikan karena Indonesia telah memiliki 
pengalaman dalam mengahadapi krisis tahun 1998 dan sektor UMKM mampu 
menjadi salah satu benteng perekonomian rakyat sehingga kondisi ekonomi 
Indonesia tidak semakin terpuruk.   
Sari (dikutip oleh Fitriati, 2014) menyatakan bahwa pemerintah telah 
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPN) tahun 2005 
hingga tahun 2025. RJPN ini berisi tentang pemberdayaan koperasi dan UMKM 
yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat perekonomian sebagai 
bentuk upaya pemerintah dalam memfasilitasi UMKM dan serta bertujuan untuk 






















pertama yang perlu dilakukan agar terjadi peningkatan daya saing koperasi dan 
UMKM adalah perlunya kebijakan perbaikan lingkungan usaha. Kedua, 
pemberdayaan harus berfokus pada peningkatan akses UMKM terhadap sumber 
daya produktif untuk kepentingan perluasan usaha. Dan ketiga, pemberdayaan 
UMKM harus memahami karakteristik dan perilaku pelaku usaha itu sendiri.  
Meskipun skala usaha, omset, dan laba dari UMKM tergolong lebih kecil 
dibandingan dengan perusahaan-perusahaan besar, UMKM yang jumlahnya 
sangat banyak dapat berkontribusi besar bagi perekonomian dan patut 
dipertimbangkan. Meskipun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di 
sepanjang jalan, nyatanya UMKM mampu memberikan sumbangsih yang berarti 
bagi pertumbuhan ekonomi, dan hal ini menjadi salah satu penyebab pemerintah 
mulai melirik peranan UMKM dalam perekonomian nasional (Mahendra dan 
Pradoto, 2016).  
Sebagai kota terpadat dan terbesar kedua di Jawa Timur setelah kota 
Surabaya, kota Malang mengembangkan UMKM yang memiliki tujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah 
dalam wujud pengembangan UMKM dalam rangka untuk mengembangkan 
UMKM (Mahendra dan Pradoto, 2016).  
Berikut merupakan paparan jumlah UMKM yang berada di Kota Malang 















































Berdasarkan paparan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 
kenaikan pada jumlah UMKM yang berada di Malang, yaitu sejumlah 7.716.172 
unit atau mengalami kenaikan pangsa pasar sebesar 13,98% dari tahun 2012 
hingga tahun 2017 (Badan Pusat Statistik, 2018). Perkembangan UMKM yang 
terus menerus bertambah ini juga berpengaruh terhadap perekonomian negara, 
salah satu indikator penentunya adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB atas 
dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 
menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar 
harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung 
menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. 
Bersumber pada tabel 1.1, PDB atas dasar harga berlaku dan PDB atas 
dasar harga konstan sama-sama memiliki kenaikan. Pada PDB atas dasar harga 
berlaku sebesar 3.382.805,9 miliar rupiah atau kenaikan pangsa pasar sebesar 
78,27 %, dan untuk PDB atas dasar harga konstan sebesar 4.056.088,7 miliar 
rupiah atau kenaikan pangsa pasar sebesar 296,21 % (Badan Pusat Statistik, 
2018). 
Dengan adanya pertumbuhan UMKM khususnya di Kota Malang dapat 
membantu mensejahterakan serta memajukan perekonomian masyarakat. Oleh 
karena itu, terjadi peningkatan yang sebanding antara pajak dan UMKM. 
Dalam kehidupan bernegara, pajak memiliki peranan yang sangat penting, 
salah satunya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya 






















pada pajak, dan oleh karena itulah pemerintah terus melakukan berbagai upaya 
untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. (Keziana, 2016).  
Menurut Burton dan Ilyas, pajak adalah bantuan baik secara langsung 
maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari 
barang, untuk menutupi belanja pemerintah, yang artinya pajak merupakan suatu 
pemungutan dari masyarakat yang berguna untuk kepentingan negara (Hakim dan 
Nangoi, 2015).  
Sedangkan menurut Franata, Sirajuddin, dan Keristin (2014) pajak 
merupakan iuran rakyat yang dibayarkan kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa/ timbal balik 
(kontraprestasi) secara langsung yang ditunjukan kepada rakyat, pajak yang di 
pungut pemerintah digunakan untuk membayar pengeluaran umum (seperti: 
pembangunan jalan raya, pembangunan akses-akses pemerintah, dll).  
Pajak menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 6 Tahun 1983 yang telah mengalami 
perubahan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan adalah : “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara 
yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
Wajib pajak yang dimaksud sebagaimana disebutkan dalam UU No.28 






















pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  
Definisi wajib pajak dalam menurut Muqodim dalam Simanjuntak (2012) 
adalah wajib pajak merupakan setiap individu atau sesorang berdasarkan 
ketentuan di dalam peraturan perpajakan yang diperlukan dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan, meliputi pemungut pajak atau penanggung pajak dalam 
pajak tertentu.  
Kepatuhan merupakan keadaan dimana seseorang taat dan tidak 
menyimpang dari suatu aturan. Rahmat Saleh (2004) menyatakan bahwa teori 
kepatuhan telah secara signifikan diteliti melalui kajian ilmu sosial khususnya 
bidang psikologis dan sosiologi, dimana kedua ilmu tersebut lebih menekankan 
pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan 
individu. 
Menurut Mahendra (2014) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang 
memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan 
yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, 
peringatan, ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. 
Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010), mengemukakan 
“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of 
complience) yang merupakan tulang punggung dari self assessment system, 






















dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya 
tersebut.” 
Patuh atau tidaknya wajib pajak dapat dinilai dari tingkat kepatuhan yang 
bersandarkan kepada beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah 
kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan, dan pemahaman tentang 
peraturan pajak serta norma moral secara parsial berpengaruh terhadap kemauan 
membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas 
(Dharma dan Ariyanto, 2014).  
Indonesia menganut sistem pemungutan pajak self assessment system yang 
artinya setiap wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban 
pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terhutang 
kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. 
Kepatuhan wajib pajak berdampak besar karena apabila wajib pajak tidak patuh, 
otomatis mereka tidak akan membayar pajak sesuai dengan kewajiban yang sudah 
dimiliki (Burhan, 2015).  
 Menurut KBBI, setor adalah membayar, memasukkan, atau menyerahkan. 
Sedangkan setoran adalah hasil dari menyetorkan atau apa-apa yang disetorkan. 
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan, Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau 
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang 






















digunakan oleh wajib pajak sebagai sarana dalam pembayaran pajak yang terutang 
(Dewi, 2007).  
Dalam upanya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara 
sukarela (voluntary tax compliance) serta mendorong kontribusi penerimaan 
negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 
46 Tahun 2013 tentang pemberlakuan tarif pajak sebesar 1%. Dalam Peraturan 
Pemerintah ini diatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final atas 
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran 
bruto tertentu. 
Langkah dan upaya yang diperbaharui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2018 bahwa untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam 
kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan 
kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu 
tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak 
penghasilan final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib 
pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.  
Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah bahwa tingkat setoran pajak 
menurun walaupun jumlah wajib pajak bias dikatakan naik. Hal tersebut didasari 
pada artikel yang dilansir oleh Surya Malang (2018) mengemukakan bahwa 
Kepatuhan membayar pajak di Kota Malang ternyata masih rendah.  
Pada penelitian ini, wajib pajak UMKM yang dianalisis oleh peneliti yakni 






















23 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1)), dan dengan adanya penurunan tarif pajak, 
apakah penurunan ini berpengaruh atau tidak terhadap jumlah wajib pajak untuk 
membayar dan melaporkan pajak, seperti yang sudah dijelaskan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 23. Peneliti mengambil sebuah pembahasan terkait dengan 
wajib pajak dan setoran pajak pada PP Nomor 23 Tahun 2018 karena masih 
tegolong baru dan belum ada yang meneliti terkait dengan peraturan tersebut serta 
penelitian terdahulu yang telah digunakan sebagai rujukan hanya mengananalisis 
PP Nomor 46 tahun 2013, dan hal ini merupakan keunikan dari penelitian 
sebelumnya. PP Nomor 23 Tahun 2018 baru saja ditetapkan pada 1 Juli 2018, dan 
peneliti bangga karena masih sedikit penelitian yang membahas hal ini.  
Maka dari itu, sesuai dengan berbagai informasi yang ditarik dari latar 
belakang yang sudah tertera di atas, peneliti tertarik untuk membuat penelitian 
yang berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan dan Setoran Wajib Pajak 
UMKM Pasca Diberlakukannya PP No.23/2018 di KPP Pratama Malang 
Selatan”. 
 
1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, rumusan 
masalah untuk penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana tingkat kepatuhan terhadap penurunan tarif UMKM Wajib 
Pajak di KPP Pratama Malang Selatan dengan diberlakukannya ketentuan 






















2. Bagaimana tingkat setoran terhadap penurunan tarif UMKM Wajib Pajak 
di KPP Pratama Malang Selatan dengan diberlakukannya ketentuan 
Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Untuk menjawab sebuah rumusan masalah diatas, maka penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah ada perubahan pasca diberlakukannya 
Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018. Tujuan utama tersebut dapat diperinci 
sebagai berikut: 
1. Mengetahui tingkat kepatuhan terhadap penurunan tarif UMKM Wajib 
Pajak KPP Pratama Malang Selatan pasca diberlakukannya Peraturan 
Pemerintah No. 23 tahun 2018. 
2. Mengetahui tingkat setoran terhadap penurunan tarif UMKM Wajib Pajak 
KPP Pratama Malang Selatan pasca diberlakukannya Peraturan 
Pemerintah No. 23 tahun 2018. 
 
1.4  Manfaat Penelitian 
 Manfaat yang diambil dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan 
pemahaman bagi akademis maupun praktis terkait dengan tingkat kepatuhan dan 
setoran terhadap penurunan tarif UMKM Wajib Pajak KPP Pratama Malang 






















1.4.1 Manfaat Teori 
1. Sebagai bahan pembelajaran akademisi, dikarenakan Peraturan Pemerintah 
No.23 tahun 2008 masih terbilang sangat baru, masih jarang sekali yang 
mengangkat permasalahan ini. 
2. Bagi mahasiswa Universitas Brawijaya yang ingin melakukan penelitian 
lebih lanjut pada tahun-tahun berikutnya. 
1.4.2 Manfaat Praktik 
1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi 
pemerintah pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.23 tahun 
2008, apakah berpengaruh terhadap Wajib Pajak UMKM atau tidak. 
2. Bagi KPP Pratama Malang Selatan, agar dapat dijadikan pembanding 
pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2008. 
 
1.5  Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang judul penelitian tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi kesadaran membayar pajak, rumusan masalah yang dihadapi, 

























BAB II TELAAH PUSTAKA 
Bab ini berisi tinjauan pustaka dari variabel-variabel penelitian tentang 
kesadaran membayar pajak, landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 
pemikiran, dan pengembangan hipotesis. 
Bab ini berisi telaah pustaka perihal teori-teori yang telah ada, serta riset 
terdahulu / penelitian terdahulu. Serta, pada bab ini, merupakan pembahasan yang 
lebih dalam dari bab sebelumnya. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini membahas tentang jenis penelitian, sumber data dan teknik 
pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menyajikan hasil temuan penelitian beserta analisis dan 
pembahasannya. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini merupakan bagian akhir dari ini yang memuat kesimpulan hasil 
paparan mengenai tujuan yang ingin dicapai, keterbatasan dalam melakukan 

























2.1  Penelitian Terdahulu 
 Penelitian terdahulu telah banyak dilakukan yang berkaitan dengan 
kepatuhan terhadap wajib pajak menurut PP No. 46 Tahun 2013 akan tetapi PP 
No. 23 Tahun 2018 masih tergolong baru dan belum ada yang menganalisis 
tingkat kepatuhan yang berlandaskan pada PP No. 23 Tahun 2018. Pada 
umumnya, kajian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti dari kalangan akademisi 
dan telah mempublikasikan pada beberapa jurnal online. Penelitian mengenai 
tingkat kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat 










Alat Analisis Hasil Penelitian 
1 Keziana (2016) Analisis 
Penerapan PP 















a. Analisis penerapan PP 
No.46 tahun 2013  cukup 
berpengaruh terhadap 
tingkat kepatuhan wajib 
pajak. 
b. Analisis penerapan PP 
No.46 tahun 2013  
berpengaruh dalam hal 




























Alat Analisis Hasil Penelitian 





c. Terdapat kontribusi yang 
bersifat fluktuatif sejak 
diterapkannya PP No. 46 
tahun 2013 terjadap 
penerimaan PPh final sejak 
tahun 2013 – 2015. 
d. Analisis penerapan PP 
No.46 tahun 2013  
berpengaruh terhadap 
peningkatan jumlah wajib 
pajak. 
2 M. Syamsul 























Pada PP No. 46 tahun 
2013, dasar pengenaan 
pajak yang digunakan 
adalah peredaran bruto 
satu tahun dengan tarif 
1% bersifat final, 
sedangkan pada PP No. 




(penghasilan neto satu 
tahun yang dikenakan 
tarif PPh terutang). 
 










PER Nomor 17 
Tahun 2015 dan 








a.Dari aspek material, 
PER Nomor 17 Tahun 
2013 lebih unggul dalam 
DPP yang lebih rendah, 
dan terdapat faktor 
pengurang berupa PTKP 
dan zakat. 
b.Dari aspek formal dan 
administratif, secara 
garis besar baik PER 
Nomor 17 Tahun 2015 
maupun PP Nomor 46 
Tahun 2013 memberikan 
perencanaan pajak yang 




























Alat Analisis Hasil Penelitian 
sama (seimbang) 
c. Dari penghindaran 
sanksi pajak, secara garis 
besar baik PER Nomor 
17 Tahun 2015 maupun 
PP Nomor 46 Tahun 
2013 memberikan 
perencanaan pajak yang 
sama (seimbang) karena 
sanksi pajak yang 
digunakan sama-sama 
mengacu kepada UU No. 
26 Tahun 2009. 
Sumber : Data diolah penulis (2018) 
Berdasarkan tabel 2.1 terkait dengan hasil penelitian terdahulu, maka 
penelitian ini ingin menelisik perbedaan yang mendasar terhadap penelitian yang 
serupa. Berikut akan dijelaskan mengenai hasil dan perbedaan penelitian 
terdahulu. 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Keziana (2016) yang meneliti tentang 
pengaruh analisis tingkat kepatuhan wajib pajak dengan judul “Analisis 
Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib 
Pajak dan Penerimaan PPh Final (Studi di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Kepanjen). Perbedaan yang mendasar pada peneliti terdahulu 
adalah analisis tingkat kepatuhan dengan penerapan PP No. 46 Tahun 
2013 sebagai landasan dari analisis tersebut. Sedangkan penelitian ini akan 
menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan pada PP No. 23 
Tahun 2018 sebagai landasannya karena dirasa hal ini baru 






















diimplementasikan sehingga penelitian ini ingin meneliti lebih jelas untuk 
mengetahui  tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan pada PP No. 23 
Tahun 2018. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Huda dan Setiawan (2014) meneliti tentang  
analisis pajak pengghasilan dengan judul “Analisis Pajak Penghasilan 
Sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada UD. Songkok 
Mitra Gresik. Perbedaan yang mendasar pada peneliti terdahulu adalah 
analisis pajak penghasilan dengan pengenaan pajak yang digunakan adalah 
peredaran bruto satu tahun dengan tarif 1% bersifat final berdasarkan pada 
PP No. 46 Tahun 2013 sebagai landasan dari analisis tersebut. Adapun 
yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 
analisis tingkat kepatuhan wajib pajak dengan peredaran bruto satu tahun 
dengan tarif 0,5% berdasarkan pada PP No. 23 Tahun 2018 sebagai 
landasannya karena dirasa hal ini baru diimplementasikan sehingga 
penelitian ini ingin meneliti lebih jelas untuk mengetahui  tingkat 
kepatuhan wajib pajak berdasarkan pada PP No. 23 Tahun 2018. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Kartiko (2016) yang meneliti tentang 
analisis terhadap penerapan pajak dan titik impas yang berjudul “Analisis 
Perencanaan Pajak dan Titik Impas Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 
Kriteria UMKM Berdasarkan PER Nomor 17 Tahun 2015 dan PP Nomor 
46 Tahun 2013”. Perbedaan yang mendasar pada peneliti terdahulu adalah 
analisis pajak penghasilan dengan pengenaan pajak yang digunakan untuk 






















berdasarkan pada PER Nomor 17 Tahun 2013 dan PP No. 46 Tahun 2013 
sebagai landasan dari analisis tersebut. Sedangkan penelitian ini akan 
menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dengan peredaran bruto satu 
tahun dengan tarif 0,5% berdasarkan pada PP No. 23 Tahun 2018 sebagai 
landasannya karena dirasa hal ini baru diimplementasikan sehingga 
penelitian ini ingin meneliti lebih jelas untuk mengetahui  tingkat 
kepatuhan wajib pajak berdasarkan pada PP No. 23 Tahun 2018. 
 
2.2 Landasan Teori  
2.2.1 Perpajakan 
 Perpajakan adalah suatu disiplin ilmu yang dirasa sangat dinamis yang 
dapat berubah setiap saat sesuai dengan kondisi saat itu sesuai dengan ketetapan 
sebuah amandemen yang dilakukan oleh yang berwenang untuk memenuhi suatu 
transaksi yang baik dan unik untuk mencapai tujuan sosial yang diperbaharui 
sesuai dengan kondisi pada saat itu dan sebuah kebutuhan ekonomi yang terus-
menerus berkembang serta merefleksikan perubahan-perubahan dalam politik. 
1. Definisi Pajak 
 Adapun konsep dari ilmu perpajakan adalah pajak itu sendiri. Banyak 
definisi yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pajak. Definisi pajak 
yang dikemukakan oleh Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu : 
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 























 Menurut Waluyo (2011:2), definisi pajak yaitu: 
“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang 
kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara 
umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk 
menutup pengeluaran-pengeluaran.” 
 
 Menurut Agoes (2014:6), definisi pajak yaitu: 
“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui 
normanorma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya 
kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya 
untuk membiayai pengeluaran pemerintah.” 
 
 Penjelasan di atas merupakan beberapa definisi pajak yang telah 
dipaparkan oleh beberapa ahli. Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara 
Perpajakan (UU KUP) dalam pasal 1 yaitu: 
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat.” 
 
   Berdasarkan pada definisi yang telah dipaparkan baik teori yang 
dikemukakan oleh para ahli dan Undang-Undang, disimpulkan bahwa pajak 
merupakan sebuah bentuk dari prestasi rakyat berupa iuran yang dituju 
kepada kas negara dan merupakan sebuah kontribusi wajib rakyat akan iuran 
pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan pada undang-
undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan 
untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan pembanguan nasional serta demi 






















2. Fungsi Pajak 
 Pajak memiliki fungsi-fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan 
tujuan pajak terebut. Adapun fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) 
adalah sebagai berikut: 
a. “Fungsi anggaran (budgetair)  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya.  
b. Fungsi mengatur (regulerend) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.” 
 
 Adapun fungsi pajak menurut Sumarsan (2015:5) adalah sebagai 
berikut: 
a. “Fungsi anggaran (budgetair) 
Pajak memiliki berfungsi untuk membiayai segala bentuk  
pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan rutinitas 
dalam tugas negara dan melaksanakan pembangunan secara 
berkelanjutan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat 
diperoleh dari penerimaan pajak. 
b. Fungsi mengatur (regulerend) 
Pemerintah dapat mengatur suatu pertumbuhan ekonomi melalui 
kebijaksanaan dari pajak. Dengan fungsi mengatur serta memaksa, 
pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan suatu 
negara khususnya terhadap pembangunan. 
c. Fungs stabilitas 
Adanya sebuah fungsi dari pajak sebagai stabilisator, pemerintah 
dapat memiliki suatu dana yang bertujuan untuk menjalankan 
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga 
implikasinya adalah inflasi dapat dikendalikan, Hal ini dapat 
dilakukan antara lain dengan cara mengatur peredaran uang di 
masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif 
serta efisien.  
d. Fungsi Redistribusi Pedapatan 
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan dialihkan untuk 
digunakan dalam membiayai semua kepentingan umum yang 
termasuk untuk mendanai pembangunan-pembangunan sehingga 






















pada akhirnya tibal baliknya adalah dapat meningkatkan 
pendapatan masyarakat.” 
 
 Berdasarkan pada pepamaran para ahli di atas, dapat disimpulkan 
bahwa pajak sebagai sebuah iuran masyarakat yang fungsinya sebagai 
summber dana bagi regulator atau pemerintah yang dapat menstabilisasi 
pemasukan serta pengeluaran pemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan 
serta dapat membiayai semua kepentingan umum yang termasuk untuk 
mendanai pembangunan-pembangunan guna untuk memberikan kesempatan 
bagi masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja yang mana, dalam hal 
ini akan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat terhadap fungsi 
pajak tu sendiri. 
3. Syarat Pemungutan Pajak 
 Pajak sebagai sebuah iuran memiliki syarat yang telah ditentukan 
berupa prosedur sebuah pemungutan pajak sehingga dapat mengetahui apa 
saja ketentuan yang harus diketahui dan tidak terjadi hambatan dalam 
pemungutan pajak. Dalam hal ini, Mardiasmo (2016:4) memaparkan bahwa 
syarat pemungutan pajak yaitu: 
a. “Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)  
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-
undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam 
perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum 
dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 
Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak 
bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam 
pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis 
Pertimbangan Pajak.  
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat 






















2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, 
baik bagi negara maupun warganya.  
c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 
perekonomian masyarakat.  
d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)  
Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat 
ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.  
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang 
perpajakan yang baru.” 
 
 Berdasarkan pada penjelasan ahli di atas, syarat pemungutann pajak 
didasarkan pada lima prosedur yang sesuai dengan ketentuan pemungutan 
pajak. Syarat pemungutan pajak memiliki tujuan agar pihak pemerintah dapat 
menjalankan sebuah mekanisme dari pemungutan pajak sehingga dapat sesuai 
dengan aturan yang berlaku. 
2.2.2 UMKM 
 Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang lebih dikenal dengan 
istilah UMKM telah berhasil memberikan sumbangan yang signifikan 
terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Pergerakan UMKM amat vital 
untuk menciptakan suatu pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. UMKM 
dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan 
pasar. UMKM juga mampu meciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat 
dibandingkan sektor usaha lainnya, serta cukup terdiversifikasi dan 






















 Menurut Tambunan (2017:3), dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang 
dimaksud Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro 
sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. 
 Selain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi 
yang dari para ahli, Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM mendefinisikan UMKM sebagai 
berikut: 
1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.  
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 






















atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
ini.  
 Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang 
Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu: 
1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah).  
 Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:  
1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 
(dua milyar lima ratus juta rupiah). 
 Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut: 
1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh 
milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua 
milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 






















 Berdasarkan pada penjelasan ahli serta didukung dengan Undang-
Undang No. 20 Tahun 2008 di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha yang 
proukif milik perorangan atau badan usaha dan dapat memenuhi kriteria 
sebuah usaha mikro kecil menengah yang sesuai dengan aturan-aturan yang 
ditetapkan. 
2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak 
1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak 
 Sebuah bentuk kesadaran untuk menjadi Wajib Pajak adalah kepatuhan 
wajib pajak. Dalam sebuah bentuk kesadaran wajib pajak merupakan salah 
satu kepatuhan terhadap hukum perpajakan dimana hukum perpajakan 
menyebutkan bahwa tidak adanya pandang bulu dan tidak pula luput dari 
pengecualian baik dimana saja dan siapa saja berdasarkan ketentuan hukum 
khususnya pada hukum perpajakan yang berlaku yang memilki sebuah tujuan 
yaitu untuk menghindari sebuah sanksi administrasi yang akan merugikan 
bagi masing-masing individu terhadap wajib pajak. 
 Kepatuhan wajib pajak memiliki sebuah definisi baik dari pendapat 
yang dikemukakan oleh para ahli maupun peraturan-peraturan yang berlaku 
sesuai dengan hukum perpajakan. Adapun istilah dari kepatuhan wajib pajak 
menurut Rahayu (2013:138) adalah sebagai berikut: 
“Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. 
Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa 
Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta 























 Kepatuhan wajib pajak menurut Machfud dalam Rahayu (2013:139) 
adalah sebagai berikut: 
“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela 
(voluntary of complience) merupakan tulang punggung sistem self 
assesment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri 
kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu 
membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.” 
 
 Sedangkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 
menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut: 
“Tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan kententuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan 
perpajakan yang berlaku dalam suatu negara” 
 
 Berdasarkan pada penjelasan para ahli dan didukung oleh peraturan 
yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah 
kepatuhan dalam memenuhi suatu kewajiban dalam sebuah pembayaran 
iuaran pajak secara akurat dalam ketepatan waktu pemenuhan sebuah 
kewajiban suatu wajib pajak. 
2. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak 
 Kepatuhan wajib pajak memiliki sebuah jenis atau kriteria yang dapat 
digolongkan menjadi dua yaitu kepatuhan secara formal dan material. Dua 
komponen dala kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut (Rahayu, 2013 : 
138):  
a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak 
memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan 
dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat 
Pemeberitahuan (SPT) PPh sebelum tanggal 31 maret ke Kantor 
Pelayanan Pajak, dengan mengabaikan apakah isi Surat 






















penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan 
sebelum tanggal 31 maret. 
b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak 
secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material 
perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak 
kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Disini 
Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran 
yang sesungguhya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) 
PPh tersebut”. 
 
 Adapun kepatuhan wajib pajak menurut Suandy (2014:119) bahwa 
kepatuhan wajib pajak secara formal yang berdasarkan pada Undang-Undang 
Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 
Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan adalah sebagai berikut: 
a. “Kewajiban untuk medaftarkan diri                  
Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib 
Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang 
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan 
Wajib Pajak dan kepadanya di berikan Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak 
berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya 
untuk dilakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) 
b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemeberitahuan           
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap 
Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 
bahasa indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat 
Wajib Pajak terdaftar 
c. Kewajiban membayar atau menyetor pajak                 
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas 
negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat 
pembayaran lainnya yang ditetapkn Menteri Keuangan 
d. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan 
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 
atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia 
diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat 1). Sedangkan 
pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang 
diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan 






















pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 
bebas. 
e. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak 
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan 
dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak 
memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan 
dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang 
diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan 
yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh 
pemeriksa pajak 
f. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak 
Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau 
penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran 
yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai 
dengan prinsip with holding system.” 
 
 Berdasarkan pada pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa 
kepatuhan pajak memiliki dua jenis yaitu kepatuhan secara formal dan 
material sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan serta adanya sebuah 
penentuan terhadap waktu dalam kedua jenis kepatuhan wajib pajak tersebut. 
3. Faktor dan Manfaat Kepatuhan Perpajakan 
 Setiap individu yang mematuhi sebuah aturan, pasti mendapatkan 
sebuah manfaat yang didapatkan dari sebuah kepatuhan tersebut, terlebih 
khususnya pada kepatuhan wajib pajak. Manfaat tersebut didapatkan pada 
beberapa faktor utama khususnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun 
faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2013 : 
140) adalah: 
a. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara  
b. Pelayanan pada Wajib Pajak  






















d. Pemeriksaan pajak  
e. Tarif pajak. 
 Sementara untuk manfaat dari kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu 
(2013:143) adalah sebagai berikut: 
a. “Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan 
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling 
lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak 
yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan 
untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 
b. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan 
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi 
paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN”. 
 
4. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) 
 Wajib pajak orang pribadi sendiri memiliki kategori menjadi dua yaitu 
orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak 
orang pribadi pengusaha tertentu (WP OPPT) serta orang pribadi yang tidak 
menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan atau pegawai yang 
hanya memperoleh passive income. Perbedaan yang membuat WPOP yang 
menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan WP OPPT berbeda adalah 
WPOP yang menjalankan usaha merupakan WP pengusaha maupun pegawai 
yang memiliki penghasilan lain dari kegiatan usaha di luar pendapatan gaji, 
sedangkan WP OPPT merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan 
kegiatan usaha di bidang pedagangan yang memiliki tempat usaha berbeda 
dengan domisili lebih dari satu. 
 Berdasarkan pada Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang PPh 






















tahun 1983, maka wajib pajak orang pribadi dapat di bagi menjadi delapan 
yaitu sebagai berikut: 
a. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima 
penghasilan dari pekerjaan. Contoh: Pegawai swasta, PNS  
b. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima 
penghasilan dari Usaha. Contoh: Pengusaha toko emas, 
Pengusaha Industri Mie Kering.  
c. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima 
penghasilan dari Pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris, 
Akuntan, Konsultan.  
d. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima 
penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan 
dengan pemodalan seperti Bunga pinjaman, royalti.  
e. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima 
penghasilan yang bersifat final. Contoh: seperti Bunga deposito, 
hadiah undian  
f. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima 
penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: Seperti bantuan, 
sumbangan  
g. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima 
penghasilan dari luar negeri. Contoh: Seperti bunga, royalti PPh 
Pasal 24  
h. Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari 
berbagai sumber. Contoh: Seperti Pegawai swasta tetapi juga 
mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek 
dokter 
 
5. Wajib Pajak Badan 
 Pengertian wajib pajak badan menurut Nugroho (2012) yaitu 
sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha 
milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk 
apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 






















lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap.  
 Menurut pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2018 adalah berbentuk 
koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas. Wajib pajak 
badan dapat memperoleh fasilitas fasilitas pajak yang tercantum dalam pasal 
2 ayat 2 huruf c yaitu berdasarkan pada : 
a. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau  
b. Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan 
Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun 
Berjala:i beserta perubahan atau penggantinya. 
2.2.4 Surat Setoran Pajak 
 Sebelum mengetahui surat setoran pajak, terlebih dahulu harus 
mengetahui arti setoran secara bahasa dan istilah. Arti kata setoran menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) jika dalam bahasa berarti setor, 
membayar, memasukkan serta menyerahkan. Adapun secara istilah, setoran 
adalah Suatu bentuk penyerahan baik berupa materi karena adanya 
kesepakatan dari awal baik menggunakan lisan maupun tulisan. 
 Tulisan yang dimaksud dalam setoran khususnya setoran pajak yaitu 
berupa surat penyetoran pajak. Pengertian surat penyetoran pajak menurut 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara 






















 Pengertian surat setoran pajak (SSP) menurut Resmi (2012:34) 
menyatakan bahwa: 
“Surat Setoran Pajak merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan 
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke 
kas negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan”. 
 
 Pengertian surat SSP menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 
menyatakan bahwa: 
“SSP  adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke kas nagara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Menteri Keuangan”. 
 
 Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa surat setoran 
pajak adalah sebuah alat bukti pembayaran atas sebuah penyetoran pajak 
yang berupa formulir. 
2.2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 
 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak 
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib 
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu dapat menimbang: 
1. Bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang 
pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu 
memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai 
penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang 
terutang. 
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf 
e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan 
Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan 
dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang 























Berdasarkan pada besarnya tarif pajak, maka telah tercantum dalam 
pasal 3 PP Nomor 46 Tahun 2013 bahwa: 
1. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen). 
2. Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) 
tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang 
bersangkutan. 
3. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu 
bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar 
delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak 
tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan 
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. 
4. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah 
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada 
suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 
Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak 
Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak 
Penghasilan.  
 
Berdasarkan poin yang dapat diterima, dapat disimulkan bahwa 
besarnya Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 adalah 1% (satu persen). 
2.2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 
 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak 
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib 
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto menimbang bahwa Perraturan 
Pemerintah ini merupakan sebuah peraturan yang telah diperbaharui dari 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Hal ini berdasarkan 






















“Bahwa untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan 
ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan 
kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk 
jangka waktu tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha 
yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran 
Bruto Tertentu” 
 
 Hal yang menunjang dalam suatu perubahan terhadap peraturan tersebut 
dapat ditnjau dari pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2018 yaitu: 
“Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini 
berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak 
Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran 
bruto setiap bulan” 
 
 Berdasarkan pada penjelasan besarnya pajak penghasilan yang 
dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, maka dapat 
disimpulkan bahwa pajak penghasilan dengan tarif 0,5%  dari peredaran bruto 
setiap bulan dapat meringankan para pelaku bisnis dan mereka akan 
senantiasa melakukan pembayaran pajak jika dibandingan dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang menggunakan standar tarif sebesar 
1%. 
 
2.3 Kerangka Berpikir 
 Menurut Sekaran dalam Sugiyono (2010), kerangka berfikir merupakan 
model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 






















teori dan penelitian disusun suatu kerangka pemikiran di dalam penelitian ini 















Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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3.1  Jenis Penelitian 
Sugiyono (2017 : 2) mendefinisikan metode penelitian sebagai cara ilmiah 
untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Semiawan (2010 : 
5) mendefinisikan metode penelitian sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan 
secara bertahap dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis 
data, sehingga nantinya diperoleh suatu pengertian atas topik, gejala atau isu 
tertentu. Dikatakan ‘bertahap’ karena kegiatan ini berlangsung mengikuti suatu 
proses tertentu, sehingga ada langkah-langkah yang perlu dilalui secara berjenjang 
sebelum melangkah pada tahap berikutnya. Metode penelitian merupakan tuntutan 
tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan 
bahan apa dan bagaimana prosedurnya (Widi, 2010 : 68). Oleh karena itu, dapat 
disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah dalam 
memecahkan masalah dengan cara sistematis yang telah ditetapkan untuk 
mencapai tujuan yang telah dirumuskan. 
Timotius (2017 : 2) mendefinisikan penelitian merupakan upaya manusia 
untuk menemukan pengetahuan baru, menciptakan pengetahuan atau produk baru, 
dan/atau memecahkan atau mencari solusi dari suatu permasalahan ilmiah atau 
sehari-hari. Upaya penelitian tersebut perlu dilakukan secara logis/rasional dan 























Sukoharsono (2006) menyebutkan bahwa penelitian dapat bersifat 
kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang 
menggunakan data yang bersifat numerik serta analisisnya menggunakan statistik, 
sedangkan penelitian kualitatif menggunakan data yang bersifat narasi atau teks 
dan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara atau observasi dalam 
proses analisis data.  
Menurut Moleong (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 
penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai 
metode ilmiah.  
Penelitian komparatif atau penelitian ex post facto menurut Luthfiyah dan 
Fitrah (2017 : 36) merupakan penyelidikan empiris yang sistematis di mana 
ilmuwan tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena eksistensi 
variabel tersebut telah terjadi. Sedangkan menurut Suliyanto (2014 : 16) penelitian 
komparatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk 
membandingkan sampel/populasi satu dengan sampel/populasi lainnya, baik 
sampel yang berpasangan atau tak berpasangan (bebas). Dapat diartikan bahwa 
penelitian komparatif membandingkan sampel/populasi satu dengan 
sampel/populasi lainnya, dengan tidak mengendalikan variabel bebas secara 
langsung.  
Menurut Sekaran (2006), studi kasus yang bersifat kualitatif berguna 






















pemecahan masalah yang ada di masa lalu. Selain itu, kasus yang diteliti terikat 
oleh waktu dan aktivitas, dimana peneliti melakukan pengumpulan data secara 
mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam 
waktu yang berkesinambungan (Creswell, 2009).  
Pendekatan studi kasus (Case Study) merupakan studi yang 
mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan 
data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi (Rahmat, 
2012). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 
komparatif dengan pendekatan studi kasus (Case Study). Sehingga, dalam 
penelitian ini, penulis membandingkan data yang dilengkapi dengan sumber 
informasi.  
 
3.2  Objek, Waktu, dan Ruang Lingkup Penelitian 
3.2.1  Objek dan Waktu Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2018, dan objek yang 
dituju merupakan Wajib Pajak UMKM (sesuai dengan PP No.23 Tahun 2018), 
yaitu dengan omzet dibawah 4,8 miliar. 
3.2.2  Ruang Lingkup Penelitian 
 Ruang lingkup penelitian yang peneliti maksud adalah 3 kecamatan yang 
berada di kota Malang yang mencakup kecamatan pada KPP Pratama Malang 
Selatan (Kecamatan Klojen, Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Kedungkandang). 
Akan tetapi, menurut hasil wawancara dengan Kepala Kantor KPP Pratama 






















paling banyak jumlahnya di KPP Pratama Malang Selatan dan terpusat pada 3 
kecamatan tersebut, sesungguhnya sudah dapat merepretasikan Kota Malang. 
 
3.3 Sumber Data 
 Data adalah fakta-fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan diproses 
oleh sistem informasi yang mewakili observasi atau pengukuran aktivitas bisnis 
yang penting bagi pengguna sistem informasi (Romney, 2009).  Menurut 
Williams & Sawyer (2007), data adalah fakta-fakta dan gambar mentah yang akan 
di proses menjadi informasi. Berdasarkan jenis sumber data yang diperoleh, 
terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder 
(Cooper & Schindler, 2011).  
3.3.1 Data Primer 
 Lofland dalam Moleong (2010: 157) mengemukakan bahwa sumber data 
utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan 
tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati 
atau mewawancarai. Data primer merupakan data mentah tanpa interpretasi atau 
pernyataan yang mewakili suatu opini atau posisi resmi, dalam hal ini data primer 
dapat berupa memo, surat, hasil wawancara atau pidato baik dalam format audio, 
video, maupun transkrip tertulis. Adapun sumber data primer yang digunakan 
untuk penelitian ini adalah hasil wawancara secara langsung dengan subyek 
penelitian, yakni pegawai KPP Pratama Malang Selatan sebagai informan utama 
yang mengetahui fenomena yang terjadi dan sebagai pegawai yang mengolah 






















bagaimana kondisi tingkat setoran dan tingkat kepatuhan sebelum dan setelah 
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berlaku.  
3.3.2 Data Sekunder 
 Menurut Sugiyono (2017:137), definisi dari sumber sekunder adalah 
sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 
lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan data yang berasal 
dari ensiklopedia, literatur buku, artikel, surat kabar, siaran warta berita, hingga 
web dan media sosial perusahaan. Adapun menurut Arikunto (2013:22) data 
sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, foto-foto, film 
rekaman video, benda-benda lain yang memperkaya data primer. Data sekunder 
diperoleh dari dokumen berupa gambar, buku seperti dari literature yang 
berkaitan dengan fokus penelitian, surat-surat penting berupa data arsip yang 
dimiliki oleh sumber data primer, dan dengan mengkaji karya tulis lainnya yang 
berhubungan dengan apa yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan di 
dalam penelitian ini diperoleh dari data KPP Pratama Malang Selatan dalam 
bentuk soft file pada Microsoft Excel. 
 
3.4  Metode dan Teknik Pengambilan Data 
Menurut Sugiyono (2017:224), teknik pengumpulan data adalah langkah 
yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 
mendapatkan data. Semakin baik proses pengumpulan data, maka hasil penelitian 
yang didapatkan akan semakin relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang 























 Wawancara (interview) merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan 
untuk mengumpulkan data penelitian, yang mana merupakan suatu proses 
interaksi atau kejadian antara pewawancara (interviewer) dan orang yang 
diwawancara atau sumber informasi (interviewee) secara tatap muka (face to 
face) (Yusuf, 2014 : 372).  
 Pada penelitian ini digunakan penelitian dengan jenis terencana-tidak 
terstruktur, yakni apabila peneliti telah menyusun rencana (schedule) 
wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang 
baku (Yusuf, 2014 : 377). Peneliti melakukan wawancara dengan dua orang 
informan dari KPP Pratama Malang Selatan. 
Terdapat beberapa poin-poin dalam sebuah pedoman yang peneliti 
tanyakan dalam wawancara adalah: 
a. Nama dan jabatan informan 
b. Kondisi tingkat kepatuhan dan setoran saat PP No. 46 Tahun 2013 
berlaku 
c. Kondisi tingkat kepatuhan dan setoran saat PP No. 23 Tahun 2018 
berlaku 
d. Cakupan UMKM di KPP Pratama Malang Selatan 
2. Dokumentasi  
 Dokumentasi merupakan metode pegumpulan data untuk mencari data – 
data mengenai permasalahan yang diteliti melalui berbagai laporan yang ada 






















(2010), dokumentasi adalah barang-barang tertulis. Pada teknik dokumentasi 
ini, peneliti akan menyelidiki benda-benda tertulis yang mendukung 
penelitian ini. Data tertulis dari KPP Pratama Malang Selatan merupakan 
representasi Wajib Pajak UMKM (dalam bentuk soft file dalam Microsoft 
Excel). 
 
3.5  Informan Penelitian 
 Informan dalam penelitian ini berjumlah dua orang, dimana dua orang 
tersebut merupakan key informan. Semua informan dalam penelitian ini adalah 
pria dewasa yang memiliki kedudukan penting di masing-masing perusahaan. 




No. Nama Jabatan Deskripsi Tugas 
1 Hasan Mustafa Account  Representative Seksi Pengawasan dan 
Konsultasi IV  di KPP 
Pratama Malang Selatan 
sebagai pemberi data 
2 Rusdiyanto  Kepala Kantor KKP 
Pratama Malang Selatan 
Mengetahui seluk beluk 
dan paham betul mengenai 
perpajakan. 
 
Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Hasan Mustafa, 
sebagai Account  Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV  di KPP 
Pratama Malang Selatan sebagai pemberi data, dan Rusdiyanto sebagai Kepala 
Kantor KPP Pratama Malang Selatan, yang mengetahui seluk beluk dan paham 























3.6  Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 
memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Menurut 
Sugiyono (2017:244), teknik analisis data adalah proses menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
menjabarkan ke dalam unitunit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 
sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis 
data mempunyai prinsip yaitu untuk mengolah data dan menganalisis data yang 
terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai 
makna. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017: 246-253) mengemukakan 
bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 










Gambar 3.1 Bagan Model Interaktif Analisis Data 




























1. Reduksi Data 
 Reduksi data merupakan proses berfikir yang sensitif sehingga 
memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawancara, dan diskusi 
dengan peneliti lainnya untuk mengembangkan wawasan dan teori yang 
signifikan (Sugiyono 2016:338). 
 Reduksi data dalam penelitian ini memfokuskan tentang yang memiliki 
omzet dibawah 4,8 miliar (sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 
2018 Pasal 7 ayat (1)), dan dengan adanya penurunan tarif pajak serta 
menganalisis tingkat kepatuhan terhadap wajib pajak. 
2. Penyajian Data 
 Dalam melakukan penyajian data, selain dengan teks yang naratif, juga 
dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart Miles dan 
Huberman dalam Sugiyono (2016:341). Setelah memperoleh data-data 
kemudian data tersebut diorganisasikan. Penyajian data merupakan proses 
penyusunan informasi yang komplek dalam bentuk sistematis, sehingga 
menjadi lebih sederhana dan selektif serta dapat dipahami maknanya. 
Penyajian data dilakukan untuk menemukan pola-pola yang bermakna dan 
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan guna keperluan 
selanjutnya. 
3. Penarikan Kesimpulan 
 Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan 
dan verifikasi Miles and Huberman dalam (Sugiyono 2016:345). Kesimpulan 






















tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 
pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan 
pada tahap awal, didukung oleh buktibukti yang valid dan konsisten saat 
peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
 
3.7 Keabsahan Data 
 Menurut Zuldafrial (2012:89), keabsahan data merupakan padanan dari 
konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi penelitian 
kuantitatf dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kereteria, dan 
paradigmanya sendiri. Pengecekan keabsahan data dilakukan agar kebenaran data 
dapat dipertanggung-jawabkan, dipercaya, dan dapat dipastikan. Penelitian 
kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan 
atara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek 
yang diteliti (Sugiyono, 2016:269). Teknik keabsahan data yang dilakukan dalam 






























HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 
 
4.1  Gambaran Umum Perusahaan 
4.1.1  Sejarah Umum Perusahaan 
 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan adalah satu dari 15 
kantor pelayanan pajak yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah DJP 
Jawa Timur III. Pada awalnya kantor ini dikenal dengan “Kantor Pelayanan Pajak 
Malang” yang memiliki struktur organisasi berdasarkan jenis pajak (PPh orang 
pribadi, PPh Badan, Pot/Put, dan PPN). Seiring dengan perkembangan ekonomi 
masyarakat, pada tahun 2007 terjadi reorganisasi Kantor Pajak (Kantor Pelayanan 
Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, serta Kantor Pemeriksaan 
dan Penyidikan Pajak) di seluruh Indonesia. Dalam reorganisasi tersebut, Kantor 
Pelayanan Pajak Malang pecah menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan 
salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. 
 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dibentuk berdasarkan 
Keputusan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan secara 
resmi mulai beroperasi pada tanggal 4 Desember 2007, bersamaan dengan 
launching KPP Pratama untuk wilayah Kanwil DJP Jawa Timur I, II, dan III. 






















kecamatan, yaitu Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, dan Kecamatan 
Klojen.  
 
4.1.2  Lokasi Perusahaan 
 KPP Pratama Malang Selatan berlokasi di Jalan Merdeka Utara No.3, 
Kidul Dalem, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119. 
 

























4.1.3 Struktur Organisasi 
 Struktur organisasi dapat dilihat sebagai kerangka kerja yang berfokus 
pada diferensiasi dari posisi, formulasi aturan dan prosedur, dan otoritas. Struktur 
mengacu pada hubungan yang relatif stabil dan proses organisasi (Ivancevich, et 
al., 2014:473). Adapun struktur organisasi KPP Pratama Malang Selatan per tahun 
2018 dapat dilihat pada gambar berikut: 
 




























4.2  Visi, Misi, dan Tujuan  
4.2.1  Visi KPP Pratama Malang Selatan 
 Selalu menjadi salah satu pilar utama dan kuat dalam mendukung 
terlampauinya target penerimaan negara di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III. 
 
4.2.2 Misi KPP Pratama Malang Selatan 
1. Mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi, leaflet, spanduk, banner 
dan sejenisnya tentang pentingnya kontribusi pajak untuk kemajuan 
bangsa  
2. Selalu melakukan update terhadap alat-alat dan metode pelayanan  
3. Bekerja keras dan cerdas serta bersungguh-sungguh dalam rangka 
mengumpulkan penerimaan negara di wilayah KPP Pratama Malang 
Selatan sesuai norma dan ketentuan DJP  
4. Melakukan perencanaan langkah dan pelaksanaan sekaligus evaluasi 
dalam memperbesar/mempercepat angka pen erimaan negara wilayah 
Malang Selatan yang dilakukan secara  berkala 
 
4.3  Analisis Tingkat Kepatuhan dan Setoran Wajib Pajak UMKM 
 Setelah mendapatkan data dari sumber, penulis telah mendapatkan data 
yang dibutuhkan, yaitu : 
1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi bulan Juli – September 2017  
2. Jumlah Wajib Pajak Badan bulan Juli – September 2017 






















4. Jumlah Wajib Pajak Badan bulan Juli – September 2018 
5. Jumlah Setoran Wajib Pajak Orang Pribadi bulan Juli – September 
2017 
6. Jumlah Setoran Wajib Pajak Badan bulan Juli – September 2017 
7. Jumlah Setoran Wajib Pajak Orang Pribadi bulan Juli – September 
2018 
8. Jumlah Setoran Wajib Pajak Badan bulan Juli – September 2018 
 Data yang telah penulis dapatkan akan di bandingkan untuk menganalisis 
tingkat kepatuhan dan tingkat setoran Wajib Pajak UMKM pasca diberlakukannya 
PP No. 23 Tahun 2018. 
 
4.3.1 Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan dianalisis berdasarkan 
pada perbandingan antara tahun 2017 dengan 2018. Analisis Tingkat Kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilihat pada tabel berikut: 
 
Tabel 4.1  
Jumlah WP Bayar OP 
 
MASA 2017 2018 
JULI 2,686 3,061 
AGUSTUS 2,801 3,119 
SEPTEMBER 2,845 3,059 
JUMLAH 8,332 9,239 
 
Menurut data yang telah terpaparkan diatas, terlihat adanya kenaikan 
Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu sebesar 907 jiwa (dapat di hitung dari jumlah 






















lebih jelasnya dapat didukung oleh grafik tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi pada tahun 2017 dan 2018 pada gambar 4.3 berikut: 
 
Gambar 4.3 Jumlah WP Bayar OP 
 Berdasarkan pada diagram diatas, terlihat kenaikan yang signifikan dari 
tahun 2017 ke tahun 2018 (diagram berwarna biru merupakan tahun 2017, dan 
diagram berwarna merah merupakan tahun 2018). Kenaikan ini merupakan 
dampak dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, yang 
merepretasikan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi semakin patuh pasca 






































4.3.2 Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak badan akan dianalisis berdasarkan pada 
perbandingan antara tahun 2017 dengan 2018. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib 
Pajak badan dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.2 
Jumlah WP Bayar Badan  
 
MASA 2017 2018 
JULI 450 486 
AGUSTUS 448 517 
SEPTEMBER 453 524 
JUMLAH 1,351 1,527 
 
Menurut data yang telah terpaparkan diatas, terlihat adanya kenaikan 
Wajib Pajak Badan yaitu sebesar 176 jiwa (dapat di hitung dari jumlah pada tahun 
2018 di kurang tahun 2017 atau sebesar 1,527 – 1,351 = 176). Untuk lebih 
jelasnya dapat didukung oleh grafik tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada 
tahun 2017 dan 2018 pada gambar 4.3 berikut: 
 

































Apabila melihat dari diagram diatas, terlihat kenaikan yang signifikan dari 
tahun 2017 ke tahun 2018 (diagram berwarna biru merupakan tahun 2017, dan 
diagram berwarna merah merupakan tahun 2018). Kenaikan ini merupakan 
dampak dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, yang 
merepretasikan bahwa Wajib Pajak Badan semakin patuh pasca diberlakukannya 
peraturan ini. 
 
4.3.3 Analisis Tingkat Setoran Wajib Pajak Orang Pribadi 
 Tingkat setoran Wajib Pajak Orang Pribadi akan dianalisis berdasarkan 
pada perbandingan antara tahun 2017 dengan 2018. Analisis Tingkat Setoran 
Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilihat pada tabel berikut: 
 
Tabel 4.3 
Jumlah Setoran WP OP (dalam rupiah) 
 
MASA 2017 2018 
JULI 1,486,043,332 1,782,692,633 
AGUSTUS 1,757,125,196 1,187,909,799 
SEPTEMBER 1,785,925,249 1,205,988,301 
JUMLAH 5,029,093,777 4,176,590,733 
 
Menurut data yang telah terpaparkan diatas, terlihat adanya penurunan 
setoran untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu sebesar Rp. 852,503,044 (dapat di 
hitung dari jumlah setoran pada tahun 2017 di kurang tahun 2018 atau sebesar 
5,029,093,777 - 4,176,590,733 = 852,503,044). Untuk lebih jelasnya dapat 
didukung oleh grafik tingkat setoran Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2017 























Gambar 4.5 Jumlah Setoran WP OP 
Apabila melihat dari diagram diatas, terlihat penurunan yang signifikan 
dari tahun 2017 ke tahun 2018 (diagram berwarna biru merupakan tahun 2017, 
dan diagram berwarna merah merupakan tahun 2018). Penurunan ini merupakan 
dampak dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 
(perubahan tarif sebesar 0,5%). 
 
4.3.4 Analisis Tingkat Setoran Wajib Pajak Badan 
 Tingkat setoran Wajib Pajak Badan akan dianalisis berdasarkan pada 
perbandingan antara tahun 2017 dengan 2018. Analisis Tingkat Setoran Wajib 










































Jumlah Setoran WP Badan (dalam rupiah) 
 
MASA 2017 2018 
JULI 625,307,765 695,333,683 
AGUSTUS 752,308,888 561,658,363 
SEPTEMBER 651,755,198 456,558,203 
JUMLAH 2,029,371,851 1,713,550,249 
 
Menurut data yang telah terpaparkan diatas, terlihat adanya penurunan 
setoran untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu sebesar Rp. 315,821,602 (dapat di 
hitung dari jumlah setoran pada tahun 2017 di kurang tahun 2018 atau sebesar  
2,029,371,851 - 1,713,550,249 = 315,821,602  ). Untuk lebih jelasnya dapat 
didukung oleh grafik tingkat setoran Wajib Pajak Badan pada tahun 2017 dan 
2018 pada gambar 4.6 berikut: 
 
Gambar 4.6 Jumlah Setoran WP Badan 
Apabila melihat dari diagram diatas, terlihat penurunan yang signifikan 


































dan diagram berwarna merah merupakan tahun 2018). Penurunan ini merupakan 
dampak dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 
(perubahan tarif sebesar 0,5%). 
 
4.4  Pembahasan Hasil Penelitian 
Hasil Penelitian terkait dengan analisis tingkat kepatuhan dan setoran wajib 
pajak orang pribadi dan badan terhadap dengan mengacu pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menggunakan analisis studi kasus dalam 
penelitian ini sudah memenuhi dari uji perbandingan antara tahun 2017 dan 2018. 
Data yang dikumpulkan melalui wawancara serta dokumentasi yang dilakukan 
kepada Account  Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV di KPP 
Pratama Malang Selatan sebagai pemberi data dan Kepala Kantor KPP Pratama 
Malang Selatan, yang mengetahui seluk beluk dan paham betul mengenai 
perpajakan dan telah diuji validitas dan reliabilitas dengan melakukan uji 
kredibilitas dengan meningkatkan ketekunan dan perpanjangan pengamatan, 
sehingga dapat dilanjutkan pada tahap analisis tingkat kepatuhan dan setoran. 
Pada analisis yang dilakukan, dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan jumlah 
wajib pajak terdaftar namun terdapat penurunan jumlah setoran yang dibayarkan 
oleh wajib pajak. Hal ini memenuhi konteks kepatuhan formal dimana target 
dalam hal “peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dapat terpenuhi” 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Rahayu (2013 : 138) bahwa Kepatuhan 
formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara 






















menyampaikan Surat Pemeberitahuan (SPT) PPh sebelum tanggal 31 maret ke 
Kantor Pelayanan Pajak, dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan 
(SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum, yang penting Surat Pemberitahuan 
(SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 maret. 
 
4.4.1. Hasil Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 
Tabel 4.1 dan 4.2 menunjukan hasil analisis yaitu adanya kenaikan pada 
tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang 
direpresentasikan dari naiknya jumlah (masa). Menurut hasil wawancara yang 
telah didapatkan dari Hasan Mustafa, sebagai Account  Representative Seksi 
Pengawasan dan Konsultasi IV  di KPP Pratama Malang Selatan menyatakan 
bahwa:  
“Masih rendahnya tingkat kepatuhan dapat dilihat dari jumlah WP 
UMKM yang menyetor di KPP Pratama Malang Selatan tidak sesuai 
dengan banyaknya jumlah WP yang berada di Malang. Jumlah yang 
tidak sesuai tersebut menjadi salah satu pemicu yang menyebabkan 
adanya penurunan tarif, seperti yang ditetapkan oleh pemerintah 
terhitung mulai 1 Juli 2018, pemerintah telah memutuskan untuk 
meringankan tarif pajak UMKM menjadi 0.5% dari 1% (Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018).”  
 
Kenaikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib 
pajak badan ini merupakan hasil dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2018, atau karena adanya penurunan tarif pajak UMKM yang awalnya 0.5% 



























4.4.2. Hasil Analisis Tingkat Setoran Pajak   
Tabel 4.3 dan 4.4 menunjukan hasil analisis yaitu turunnya setoran pada 
wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Setoran pajak yang menurun ini 
dapat dikatakan sebagai akibat dari jangka waktu penerapan peraturan yang 
terhitung baru tiga bulan sejak peraturan ditetapkan. Berdasarkan pada hasil 
jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan sesuai dengan hasil wawancara 
kepada Bapak Rusdiyanto sebagai Kepala Kantor KPP Pratama Malang Selatan 
yang menyatakan bahwa: 
“dapat dilihat bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan 
mengalami penurunan pada tingkat setoran karena dirasa Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dari sisi setoran dapat 
menurunkan, karena kebijakan ini memang masih kontraproduktif 
dengan kenaikan target pajak dan tingkat setoran turun. Otomatis 
jika riil di lapangan tingkat setoran akan menurun sejalan dengan 
besarnya jumlah wajib pajak. Sebabnya dengan adanya ketentuan 0,5 
% itu kuantitas dari wajib pajak akan betambah. Dapat dilihat dari 
data pada bulan juli dan agustus bahwa terjadi penurunan yang 
signfikan terhadap tingkat setoran”. 
   
Penurunan pada tingkat setoran wajib pajak orang pribadi dan wajib 
pajak badan ini merupakan hasil dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2018, atau karena adanya penurunan tarif pajak UMKM yang awalnya 0.5% 































5.1  Kesimpulan 
Penelitian ini berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan dan Setoran Wajib 
Pajak UMKM Pasca Diberlakukannya PP No.23/2018 di KPP Pratama Malang 
Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait tingkat 
kepatuhan dan setoran wajib pajak Pasca Diberlakukannya PP No.23/2018. 
Berdasarkan penelitian yang telah diteliti, untuk kurun waktu 3 bulan (terhitung 
Juli 2018 – September 2018), dapat disimpulkan bahwa : 
1. Menurut hasil analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa pasca 
diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, tingkat kepatuhan 
Wajib Pajak UMKM baik Orang Pribadi dan Badan meningkat. Hal ini 
mencakup kepatuhan wajib pajak secara formal, yaitu sesuai dengan target 
(adanya kenaikan pada jumlah wajib pajak). 
2. Menurut hasil analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa pasca 
diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, tingkat setoran 
Wajib Pajak UMKM baik Orang Pribadi dan Badan menurun. Hal ini 
mencakup kepatuhan wajib pajak secara material, walaupun jumlah setoran 
menurun, akan tetapi wajib pajak yang dahulunya belum patuh menjadi 























5.2  Keterbatasan Penelitian 
 Keterbatasan penelitian yang dirasakan dalam penelitian ini adalah belum 
ada mencari penelitian terdahulu yang membahas Peraturan Pemerintah No. 23 
Tahun 2018 dikarenakan peraturan ini baru diluncurkan, sehingga peneliti berpacu 
pada penelitian yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. 
 
5.3  Saran untuk Penelitian Berikutnya 
 Penelitian yang dilakukan pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama 
Malang Selatan dengan melakukan metode kualitatif komparatif dengan 
pendekatan studi kasus (Case Study) yang menghasilkan kesimpulan pada bab ini 
juga memunculkan beberapa saran yang sebaiknya dilakukan oleh peneliti 
selanjutnya, sebagai berikut : 
1. Melakukan penelitian dalam jangka waktu satu tahun agar hasil penelitian 
lebih akurat. 
2. Melakukan penelitian untuk lingkup Kota Malang (5 kecamatan, yaitu 
Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, 
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Transkip Wawancara dengan Informan 1 
(Hasan Mustafa, sebagai Account  Representative Seksi Pengawasan dan 
Konsultasi IV  di KPP Pratama Malang Selatan) 
 
Peneliti : “Selamat sore Mas Hasan, perkenalkan nama saya Salsabila Keisha 
Azzahra dari jurusan akuntansi FEB UB angkatan 2015. Sebelumnya terimakasih 
atas kesempatan dan waktunya untuk saya wawancara perihal penunjang data 
untuk skripsi. Sudah bisa saya mulai sekarang, ya?” 
 
Informan : “Selamat sore Dik Keisha, oh iya boleh.” 
 
Peneliti : “Boleh tahu nama lengkap beserta jabatannya, Mas?” 
 
Informan : “Nama saya Hasan Mustafa, sebagai Account  Representative Seksi 
Pengawasan dan Konsultasi IV  di KPP Pratama Malang Selatan.” 
 
Peneliti : “Baik Mas, langsung saja ya, sehubungan dengan penurunan tarif untuk 
Wajib Pajak UMKM yakni sebesar 0,5% dari 1%, atau dalam peraturannya 
terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, itu boleh tahu kondisi sebelum 























Informan :  “Jadi, sesuai dengan jumlah UMKM yang berada di Malang, itu Dik 
Keisha nanti bisa lihat di BPS, itu jumlah UMKM yang ada tidak sesuai dengan 
jumlah WP UMKM yang patuh.” 
 
Peneliti : “Boleh dijelaskan, Mas, tidak sesuainya itu bagaimana?” 
 
Informan : “Saya lupa berapa jumlah pastinya, akan tetapi jumlah WP UMKM, 
baik badan maupun orang pribadi, itu masih sedikit yang patuh. Maka dari itu, 
pemerintah mengupayakan WP UMKM ini agar semuanya membayar pajak, 
diturunkanlah tarifnya menjadi 0,5%. UMKM kan lagi booming di Indonesia, 
apalagi di Malang ya, khususnya Malang Selatan, ini bisa jadi sumber pendapatan 
juga lho, Dik.” 
 
Peneliti : “Baik Mas, nanti saya akan check ke BPS nya untuk jumlah pastinya. 
Oh iya Mas, boleh tahu cakupan Malang Selatan itu dimana saja?” 
 
Informan : “Jadi, di Malang kan ada 5 kecamatan. Akan tetapi, KPP Pratama 
Malang Selatan itu mencakup 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kedungkandang, 
Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Klojen.” 
 
Peneliti : “Baik, oh iya untuk PP 23 ini kan terbilang masih baru ya, Mas, baru 






















bulan, Mas. Juli, Agustus, September 2018 hingga Juli, Agustus, September 2017 
saat tarifnya 1% dan 0,5%.” 
 
Informan : “Iya, bisa. Nanti data yang di dapatkan akan berupa tabel yaa. Ini 
datanya, bisa dilihat dulu barangkali ada yang mau ditanyakan. Nanti bisa kok di 
send.” (informan memperlihatkan data yang telah diminta peneliti di komputer) 
 
Peneliti : “Wah, WP nya makin banyak ya, Mas. Tapi, kok, setorannya turun, 
Mas?” 
 
Informan : “Iya, karena tarifnya sendiri kan turun jadi 0,5%. Harapannya sih, 
kuantitasnya bertambah nanti kedepannya. Jadi, target pemerintah ini sebenarnya, 
WP yang belum bayar agar bayar. Lebih ke jangka panjang sih. Mungkin kalau 
sekarang masih  belum kelihatan. Oh iya, Dik, ini datanya saya copy dulu ya, 
kebetulan Pak Rusdi ada di kantor dan lagi free, kalau mau wawancara boleh.” 
 
Peneliti : “Baik Mas, terimakasih banyak.” 
 
Transkip Wawancara dengan Informan 2 























Peneliti : “Assalamualaikum warrahmatullah hiwabarakatuh. Selamat sore Pak. 
Perkenalkan, nama saya Salsabila Keisha Azzahra dari jurusan akuntansi FEB UB 
angkatan 2015.” 
 
Informan : “Waalaikumsalam, dik. Ini yang penelitiannya tentang PP baru, ya?” 
 
Peneliti : “Iya, pak.” 
 
Informan : “Bagaimana, apakah ada kendala?” 
 
Peneliti : “Tidak, kok, Pak. Saya baru saja mendapatkan data dari Mas Hasan, lalu 
ini mau sharing sambil diskusi ringan aja, Pak mengenai PP yang baru.” 
 
Informan : “Oh iya, sudah lihat datanya, kan?” 
 
Peneliti : “Sudah, Pak.” 
 
Informan : “Kalau dari data itu, jumlah WP nya meningkat ya, berhasil berarti 
upaya pemerintah. Hal ini juga mencakup di dalam kepatuhan wajib pajak secara 
formal. Kalau materialnya ada hubungannya sama jumlah setoran. Walaupun 
setorannya turun, tapi karna baru 3 bulan ya belum kelihatan. Sebenarnya 
kebijakan ini sebenarnya kontraproduktif dengan kenaikan target pajak. Tapi, 






















membayar karna besar tarifnya, jadi bayar sekarang. Kalau dari Dik Keisha 
sendiri ada yang mau ditanyakan tidak?” 
 
Peneliti : “Untuk terkait tingkat kepatuhan dan setoran sudah jelas Pak. Mungkin 
lebih ke lingkup saja, pusat UMKM itu berada disini, ya, Pak?” 
 
Informan : “Oh, iya, karna Malang Selatan ini ada Pasar Besar, Blimbing, ya 
cakupannya pasar-pasar ibaratnya, jadi sebenarnya penelitian kamu ini sudah bisa 
merepretasikan Kota Malang, karena pusatnya disini.” 
 
Peneliti : “Baik, Pak, Terimakasih.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
